BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Tingginya angka cyberbullying yang menyebarkan konten pornografi dan
kurangnya pemahaman masyarakat tentang cyberbullying yang
mengandung unsur pornografi. Sikap teladan dari pemerintah dan aparat
penegak hukum merupakan faktor yang harus sangat diperhatikan dalam
menangani kasus ini sehingga merespon perkembangan modus operandi
suatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik, sejak tahun
2008 telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), Undang — Undang
ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, sehingga mereka dapat
lebih cerdas dan beretika dalam menggunakan internet, dengan demikian
konten berunsur SARA, radikalisme, dan pornografi dapat diminimalisir.
Dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 27 ayat (1) UU ITE, maka
seseorang Yyang mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau
membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen
Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, dengan unsur
sengaja dan tanpa hak adalah dikategorikan telah melakukan perbuatan
pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana

menurut hukum pidana. Penegakan hukum yang dilakukan terhadap tindak
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pidana cyberbullying pornografi masih kurang maksimal. Khususnya untuk
menangani tindak pidana pelanggaran cyberbullying pornografi modus
modern seperti menggunakan media internet sehingga tindak pidana
penyebaran konten pornografi melalui media internet terus berkembang dan
belum bisa maksimal untuk menghilangkan kasus karena kurangnya
personil aparat penegak hukum dibidang teknologi informasi. Selain itu
aparat juga terkendala dengan tingginya biaya operasional dalam
melaksanakan operasi dan pemeriksaan khususnya dalam menggunakan
jasa tenaga ahli atau pakar yang berkompeten untuk memecahkan kasus
penyebaran konten pornografi ini.

. Pemberian sanksi tindak pidana cyberbullying pornografi yang terbilang
tidak sebanding dari kerugian yang diderita korban dimana korban merasa
malu, depresi, bahkan sampai mengakhiri hidupnya karena kesehatan
mentalnya terganggu akibat menanggung malu atas tindak pidana
cyberbullying menyebarkan konten pornografi. Kendala eksternal yang
terjadi yaitu kurangnya dukungan dari masyarakat dalam memberantas
pelanggaran tindak pidana penyebaran konten pornografi, masyarakat justru
banyak yang melakukan tindak pidana cyberbullying penyebaran konten
pornografi karena sakit hati atau sengaja disebarkan oleh oknum yang tidak
bertanggungjawab, kebutuhan masyarakat akan egonya sebagai
konsekuensi perkembangan teknologi telah mendorong masyarakat untuk

berfikir secara praktis untuk meluapkan emosi atau amarahnya dengan
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mudah tanpa memperhatikan aturan hukum dan kerugian yang diderita oleh

pencipta korban cyberbullying.

. Saran

. Penanganan terhadap tindak pidana cyberbullying pornografi ini seharusnya
dilakukan lebih intensif agar potensi semakin berkembangnya praktik
penyebaran konten pornografi dapat diminimalisir bahkan dihilangkan.
Menyangkut masalah keterbatasan yang dimiliki oleh penegak hukum,
seharusnya bisa lebih meningkatkan komunikasi dan lebih memperhatikan
penanganan kasus seperti ini dari fasilitas yang kurang lebih diperhatikan
untuk memaksimalkan penganganan kasus agar keterbatasan dalam
menangani kasus dapat teratasi dan meningkatkan kerja sama personil
dalam menangani tindak pidana cyberbullying pornografi melalui media
online seperti internet. Dan melakukan pemblokiran media-media yang
berbasis penjualan atau download gratis di internet yang mengandung unsur
pornografi dan tidak memiliki prosedur lisensi resmi.

. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap cyberbullying dan pornografi
yang lantas mewajarkan perbuatan tersebut, dengan demikian harus
diadakannya penyuluhan kepada masyarakat terkait penggunaan media
sosial atau internet dengan bijaksana agar masyarakat dapat memahami dan
menyadari bahwa perbuatan cyberbullying itu sangat berbahaya khususnya
menyebarkan konten pornografi karena dampaknya sangat merugikan orang

lain apalagi korbannya.
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